
BUPATI SITUBONDO 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI SITUBONDO 

NOMOR 'f-2. TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2019 

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2020 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SITUBONDO, 

a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten 
Situbondo Tahun 2020 sebagaimana telah ditetapkan 
dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2019 
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten 
Situbondo Tahun 2020 menunjukkan adanya 
ketidaksesuaian dengan perkembangan dalam tahun 
berjalan sehingga perlu disesuaikan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan sebagai pelaksanaan 
ketentuan Pasal 355 ayat ( 1) Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 86 Tahun 2017 ten tang Tata Cara 
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pemangunan 
Daerah, 
Daerah 
Panjang 

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 
tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah, dipandang perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan 
Peraturan Bupati Situbondo Nomor 13 Tahun 2019 

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten 
Situbondo Tahun 2020; . 



Mengingat 
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1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, 

Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 

Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lemba.ran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 
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9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4725); 

10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495); 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah d iubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679; 

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 

Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 
Nomor 4503); 

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nornor 114, 
Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5887); 

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 

Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nornor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 
Tahun 2019 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 19 
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6322); 
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17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 
Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6323); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata 

Cara Perubahan Rencana Pembangunan J angka 
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 1312); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011; 

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 

2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-
2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 
2014 Nomor 3 Seri D); 

21. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
(RPJPD) Ka bu paten Situbondo Tahun 2011 - 2025 
(Lembaran Daerah Kabupaten SitubondoTahun 2012 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabu pa ten Si tu bondoN omor 6); 

22. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Situbondo 
Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Situbondo Tahun 2014 Nomor l); 

23. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
(RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2016 - 2021 
(Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 
Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Situbondo Tahun 2019 Nomor 3); 



Menetapkan 
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24. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 13 Tahun 2019 

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten 

Situbondo Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten 
Situbondo Tahun 2019 Nomor 13). 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI SITUBONDO TENTANG PERUBAHAN 

ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 13 

TAHUN 2019 TENTANG REN CANA KERJA PEMERINTAH 

DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2020 . 

Pasal I 

Ketentuan da1am Pasal 4 Peraturan Bupati Situbondo 

Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2020 (Berita Daerah 

Kabupaten Situbondo Tahun 2019 Nomor 13) diubah 
sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 4 

(1) Perubahan RKPD Tahun 2020 disusun dengan 
sistematika penyusunan sebagai berikut: 

BAB I 

BAB II 

BAB III 

BAB IV 

BABV 

BAB VI 

PENDAHULUAN 

EVALUASI HASIL TRIWULAN II 
(TRIWULAN DUA) TAHUN BERKENAAN 

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN 
DAERAH 

SASARAN DAN PRIORITAS 
PEMBANGUNAN DAERAH 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 
DAERAH 
PENUTUP 

(2) Uraian secara rinci Perubahan RKPD Tahun 2020 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 

dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini. 
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Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati dengan 

menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Situbondo. 

Diundangkan di Situbondo 

pada tanggal -1 9 AUG 2020 
SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN SITUBONDO 

Ditetapkan di Situbondo 

Pada tanggal 1 9 AUG 2020 

BUPATI SITUBONDO, 

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2020 NOMOR 1t( 



1.1. Latar Belakang 

LAMPIRAN Peraturan Bupati Situbondo 
Tanggal : 9 AUG 2020 
Nomor : $ Tahun 2020 

BAB I 

PENDAHULUAN 

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional dan Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang­

undang Nomor 9 Tahun 2015, mengamanatkan bahwa dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban 

menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan 

sistem perencanaan pembangunan nasional. 

Sis tern perencanaan pembangunan nasional di Indonesia 

sebagaimana diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004 membagi ruang lingkup 

perencanaan secara sistematis dan terintegrasi. Makna terintegrasi dapat 

diartikan sebagai keselarasan perencanaan pembangunan antar ruang 

(waktu) maupun antar level pemerintahan. Perencanaan pembangunan 

berdasar pada ruang lingkup waktu dapat dibedakan menjadi Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) untuk kurun waktu 20 tahun; 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk kurun waktu 5 

tahun; dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk jangka pendek kurun 

waktu 1 tahunan. Kinerja pemerintah daerah secara akumulatif harus 

dapat berdampak pada kinerja Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. 

Seluruh dokumen perencanaan harus saling terintegrasi dan saling 

mendukung pencapaian satu sama lain. Setiap tahunnya pemerintah 

daerah menyusun dokumen RKPD sebagai bentuk dokumen perencanaan 

jangka pendek. RKPD disusun sebagai penjabaran arah kebijakan tahunan 

selama 5 tahun yang ada di dalam RPJMD, sesuai dengan program tahunan 

yang ada didalam RPJMD. RKPD berisi rencana kerja dari seluruh 

Perangkat Daerah (PD) pada tahun yang bersangkutan, yang didasarkan 

pada arahan dan program prioritas yang telah dirumuskan pada RKPD. 

Sehingga masing-masing PD memiliki arahan/tema pembangunan yang 

jelas setiap tahunnya. 



Dalam rangka pencapaian sasaran program-program yang telah 

direncanakan dalam perubahan RKPD ini, maka seluruh jajaran pemerintah 

daerah hendaknya menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, 

akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya. 

BUPATI SITUBONDO, 

DADANG WIGIARTO 


